PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Menimbang -

Mengingat

NOMOR 28 TAHUN 2001
TENTANG
PERATURAN GAJl

ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional [Indonesis
sehagaimana diatur dalam Peruturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 1977 lentang Peraturun Gaji Anggota Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3103) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Perawran Pemerintab
Nomor 7 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
20), dipandang tidak sesusi lagi dengan perkembangan keadaan,
schingga periu disempurnakan;

—_

. Pasal § ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Kewetapan  Majelis  Permusyswaraan - Rakyst  Republik
Indonesin Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara
Nasional Indoneésia dan  Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

. Kewtapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik

Indonesin Nomor VIUMPRA2000 tentang Peran  Tentara
Nastonal Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik

Indonesia;



. Undang-undang Momos 19 Tahsn [958 tcsisng Pesclspun

Undang-undang Darurs Nemor 26 Tahus 1957 wntang
Anggoa Anghusan Perang berdasarkan eatan Dinas Sukarcls
{%tibiter Sukareds) (Lembaran Nepors Tabun 1957 Nomor 23}
sehagnl Undang-unbng (Lembamn Negam  Tahum 1958
Mo 61, Todlibeahas Lonshirsi Negien Nomdar teid:

. Undang-uistang Monsr 8 Tabwan 1974 wntang Pokoi-pokiok

Hepogawalan (Lombaran Negam Tobon 190 Momor 55,
T bavan Lemibazan Mugarn Momor HEH ) svbagaimam ielak
dishah dengan Umdung-umdang Mower 43 Tahua 1999
{Lemboran Mogara Tahan 1998 Momor 164, Tambahan
Lemburan Megan Nomnae 38900,

. Undanp-umdang Momor 3 Tabun 1988 emtang  Prajurit

Angkaan Bemenjata Bepublik Indonesia (Lembamin Negam
Tehem |9H& WKoswr 4. Tembahan Lemharan Negara Nomor
KL

. Persbuus  Pemeriniah Nomor 38 Tibun (973 Enteng

Kepmgkunn  MilerPollsl  dabsm  Anghumn  Bersenjms
Repobldlk Indonesla (Lemnbarsn Megarn Tubun 1973 MNemor
A, Tashakes Lembaran Megam Momar J006);

Porawran  Peneringah - Womor & Tahun 19 wmang
Asinalndserisl Frajparts Anghnmn Bersenjis Ropubiil Isdonesta
(Lombaam  Negam Tabun 1990 Nomes 9, Tambelsm
Lemioran Megara Momar 3402



Sfemetaphion

MEIEMUTESKAN =
FERATLIRAN FEMERINTAH TENTANGE FERATURAN
Ceadl AMGGEOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

BART
EETENTLUAN LNV

Psal &

Dularn Pernnsesn Pemerinan ind yang dinedoawl dengan Anggnta
mlnlub Anggean Tenmrn Wimicesl Indeneabs vaeg erdin ma
Perwirn Tingui, Perwire Momengal, Peradra Porgicns, Hintea,
it Tamdmea dast Testara Nusonal Indvmesia Angkatan Darat,
Tentara Masional Tdoremia Aagkajan Lant, dan Teneara Musional
Ishomesin Anpiseas Vidurs.

BAR I
G PORGE

Pl 2
Afgpita vang diangkat dalem siabs pasgksd memmi pervisan
mrumlang-umlangan  yang  berlshu, diberikon  gsji  pelk
Iurlinarkun golmgnn ene yang diceuplkan weuk pangln ne
echagaimems  dimbsisd  delem dafor  Lampdn Perstuns
Pemierimak ind.



Pasal 3

Anggota yang diangkat dalam suam pangkal menurut Pasal 2,
diberikan gaji pokok permulaan vang ditentukan untuk pangkat
i, kecuali dalam hal-hal yang dimaksud dalan Pasal 4, Pasal 5,
Pasal 6, dan Pasal 7

Pasal 4

i1} Anggota yang diangkat dalam suain pangkat yang lebih tinggi
dari pangkat semula termasuk dalam golongan gaji vang
sama atau yang lebih tinggi, diberikan gaji pokok baru yang
segaris dengan gaji pokok dan masa kerja golongan dalam
golongan ruang menurut pangkat lama,

(2) Apabila yang bersangkutan mempunyai masa kerja golongan
yang lebih tingei dari jumlah masa kerjn golongan yang
disyaratkan untuk menentukan gaji pokok menurut ayar (1),
maka kelebihan masa kega polongan i diperhitungkan
untuk kemnaikan gaji berkala berikutnya.

(3) Apshils talaen goiogun ruaig g pokok hary tisd lendnpst
ingki masa kerjn yang segaris dengan smas beru gokingan
dadam pangkas lama. maka bepadanys diberikan g pokod
pernulun yang ditessuban uniuk pangiat hars den s
kersa golomgan yuny sesin dengan gadi pokik permmiinn jn



Kepada Anggota yang diturunkan pangkatnya ke dalam suatu
pangkat yang lebih rendash dari pangkat semula, diberikan
gaji pokok berdasarkan pangkat baru yang segaris dengan
gaji pokok dan masa kera golongan dalaom goloogan ruang
menurut pangkat lama.

Pasal 6

Penetapan gaji pokok diapat menyimpang dari ketentuan-
ketentuan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam hal
terdapat  alasan-alasan yang cukup unmk mengangkat
Anggotu yang berpengalaman dengan memberikan masa
kerjn  golongan  berdasarkan  perauran khusus  tentang
penghargmun mass kerja/pengalaman kerja.

Pasal 7

Apabila seorang bekas Anggolta yang mendapal pensiun atau
wnjangan bersifat  pensiun  diangkat kembali menjadi
Anggota, maka

a. kepaidanyn diberikan gaji pokok berdasarkan pangkatnya
yang baru dengan masa kerja golongan yang ditentukan
berdasarkan perawran  khusus tentang  penghargaan
pengalaman kerja, dengan ketemuan bahwa penghasilan
dari gaji pokok yang diterimanya tidak boleh kurang dari
penghasilun  berdasarkan gaji pokok dalam  pangkat

terakhir dalam dinas Tentara Nasional Indonesia;



b. pembayaran pension atau tomangan bersifdl pensiun
dihentikan.
Pusal §
(1) Kepada Anggota diberikan kenaikan gaji berkala apabila
dipenihi syarat-syaral

a. telah mencapal masa kerja golongan yang ditentukan
untuk Kenaikan gajl berkala;

b. berkelakuan haik;
c. menginsafi akan tugas dan kewajibannyn.

{2) Pemberian kenaikon gaji berkala menurut ayat (1)
ditetapkan  Secepat-cepatnya 2 (dus) bulan  sebelum
berfakunyn kenaikan gaji berkala tersebut,

Pasat §

(1) Apablla syarstayant schagaimen: dimakoed dalam
Prsal H ehlak atan bedam dipeoah, waks kunaikan gaji
berkals iu ditunds paling lama 1 ) tabun, dilakukan
demgan sural kuputusan yemg memns  ahsan-alesan
pemlaan i,

(20 Apahila schobe wadiy peomrdaen teruchasl, sussral-syarsl

ity helum dipenahi jupa, maks kemadkan gaji bevkala im
At lugsh, tlup kols paling bema | (siu) alan.



(3)

(4)

(1

(2)

(h

Apabila selabis waktu penundaan tersebul, syaml-svaral
itu telah dipenuhi, maka kenaikan gaji berkala diberikan
mulai bulan berikuinye dan masa penundasn i ot
dihltung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

Pemberian  kenaikun  dam  penondaan  kepalkan  paji
berkaln dintur oleh Menteri Pertshanan.
Pasal 10

Kepads Anggota yang menurut Daftar  Penilaan
Pelaksamaan tugasnya menunjukkan nilai “mmat baik™,
sehingga ia panl dijadikan teladan, dapat diberikan
kenaikan gaji istimewa sebagai penghargaan dengan
memajukan saat kenaikan gaji berkala yang okan datang
dan saab-saat Kenalkan gaji berkala selanjutnya dalam
pangkat yang dijabatnva pada saat pemberian kenaikan
gaji istimewn .

Pemberian kenaikan gaji istimewa diatur oleh Menteri
Perthanan.

BAR IIT
TUNJANGAN

Pasal 11

Disamping gaji pokok kepada Angpota diberikan :

a. wrjangen kelusrga, wang terdiri dari tunjangan
istri/suami dan wunjangan anak;

b. tunjangan tabatan.



(2} Selain njangan schagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kepada Anggota dapat diberikan tunjangan pamgan dan

unjangan-tunjangan lain.
Pasal 12

(1) Anggota yang beristri/bersuami  diberikan tunjangan
istrifsuami sebesar 10 % (sepuluh persen) darl gaji
pukok,

(2) Tunjangan anuk diberikan  kepada Anggoia  yvang
mempunyai snak dan/mtaw ansk angkat yang berumur
kurang dari 21 (dua pulub sa) tabun dan idak kawin
atau belum pernah kawin, sebesar 2 % (dua persen) dari
gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(3 Kewmtuan schagaiman dimaksud dalam syar (2) dapas
diperpunjang sampal densen umar 29 das pulsh bina)
wliun jiks omek persebus masth berekiolab.

b Tunjangan anak sehagaimana divssksud dalam syat (D
han ayan (3) diberikan sebamyak-banyaknya ustak 2 (duay
oTang ek,

%) Apubnila swamiotr dart Angposa berkededulan sebuga
Pugawai Negeri, maka wnfavgen kehurga diberikan
kepuda yong mempusyal gajl podck pung lahin vingjl

Pasal 13

(1) Kepuln  Angyots yang menjabal jabalan  serteniu

dibeihan unjirgan jabatan,



(2) Jahutan schagaimana: dimaksod dalam ayat (1) serta
besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan

Presiden.
Pasul 14

Tunjangan pangan schagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan - setelah
mendengar pendapat Menteri Pertahanan.

Pasal 15

(1) Tunpangon-tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalum
Pasal 11 wavat (2) yang berlaku bagi Anggota pada
umumnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

(2) Apabila tunjangan ite hanya berlaku untuk Anggoln atau
segolongan Anggota tertentn, maka pemberian tunjangan
ditetapkan dengan Keputusan Presiden ntas usul Menteri
Pertahanan.

BAB IV
MASA KERJA
Pasal 16
(1) Masa kerja golongan untuk menetapkan gaji pokox
menurut  Peraturan  Pemerintah  ini, dihimung penuh
sebagai masa kerja selama Anggota



a. mendapat gaji penuh sebagai Anggota;

b, mendapat ijin istirahat dalam negeri dengan mendapat
gaii penuh atsu sebagian menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

¢. mendapat ijin istirahat luar negeri dengan mendapat
gaji penub atau sebagian menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

d. menerima gaji non aktif di dalam negeri;

e, mendapat ugas belajar baik di dalam maupun di luar
negeri:

I. berada di luar negeri untuk menjalankan tugas
Pemerintah;

g dalam tahanan sebagai tawanan perang;

h. hilang (vermiss) bukan karena desersi;

t. dalam mhanan/pemberhentian sementara dari jabatan
karena twduban kejahatan, jika oleh pengadilan
kemudian dibebaskan dari wniutan  karena tidak
terbukti bersalah;

jo chalam mbanan. apabils pesanimran hukem Sy otk
Bugnr,

k. meijbarkaa gie sehagai Pojabar Negam nau nige
negara laanya.

I scluma dissgudian oich Pemeringh dalam kal ini

Murkewi Perlahaisan pada st Yayosan stsu Bodan
laimnyun.



(1) Dihitung setengah sebagai masa kerja sclama Anggota

b.

mendapal ijin istimhat luar pegeri dengan mendapat
gaji istirahat, dengan ketentuan bahwa dalam hal i
jumiah  masa kerja golongan yang dapat
diperhitungkan tidak boleh melebihi 1 (satu) ahun;
mencrima gaji non aktif di luar negeri.

(3) Tidak dihitung sebagai masa kerja selama Anggot -

d.
b
c.
d. berada dalam whanan/pemberhentian sementara dari

non akiil tdak atas @nEgungan negara;

. hilang fvermisr) karena desersi;

menjalani hukuman pendara;

Jabatan karena tuduban kejahatan dan oleh pengadilan
dijatuhi hukuman;
bemda dalam penahanan sebagai sandera (gifzeling),
dalam  pendidikan pertama untuk menjadi anggota
Tentarn Nasional Indonesia;
berada dalam kedudukan lain yang termasuk dalam
ayal ini, yang diatur tersendiri dengan peraturan
perundang -undangan

BAB Y

KETENTUAN PERALIHAN

Pusal 17

Ketentuan-keteniuan mengenal penyesuaian pangkal dan gaji
pokok berdasarkan peraturan gaji lama ke dalam pangkat dan
gaji pokok berdssarkan Peraturan Pemerintah ini diatur
dengan Keputusan Menteri Pertahanan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan  Pemeriniab  ini  dengan  penempalannya  dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetupkon di Jukarti
pada tanggal 18 Mei 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ud.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Met 2001

SEKRETARIS NEGARA

REPLUBLIK INDONESIA,
i,
DIOHAMN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 51

Salinan sesual dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI




